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Menjadikan Peringatan Dini Tsunami sebagai Prioritas

Jangka Panjang

Sistem peringatan end to end semacam Indonesian Tsunami Early Warning System (InaTEWS) me-
rupakan sistem yang sangat kompleks karena melibatkan sains dan keahlian teknik, tata kelola dan
penyediaan layanan publik, penanggulangan bencana, media informasi, dan kegiatan penjangkauan
masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama antar pemangku kepentingan — lembaga pemerintahan dari
berbagai sektor dan tingkatan, iimuwan, masyarakat berisiko, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
dan sektor swasta sangat dibutuhkan, supaya sistem yang dibangun bisa berfungsi secara efektif.

Sebagai layanan publik, peringatan dini tsunami merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam hal
ini pemerintah harus menyediakan kerangka hukum dan perundang-undangan yang jelas, memiliki
komitmen politik serta memimpin koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Tata ke-
Iola InaTEWS yang efektif membutuhkan kejelasan peran dan tanggung jawab di semua tingkatan,
penyediaan sumber daya, peningkatan kapasitas, dan dorongan partisipasi di tingkat daerah. Koor-
dinasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan pusat merupakan kunci untuk membangun sebuah
sistem yang konsisten, tapi juga menjadi tantangan khusus bagi Indonesia yang sedang menjalan-
kan proses desentralisasi.



Sesuai dengan pembagian peran dalam sistem desentralisasi, Pemda berperan penting dalam InaTEWS,
karena Pemda lah yang memutuskan evakuasi serta menyebarkan peringatan dan arahan ke masya-

rakat.

Proyek ini mendukung mitra daerahnya membangun tata ke-
lola dan aturan kelembagaan yang efektif dengan berbagai
cara:

- membantu proses perencanaan dan pelaksanaan yang
sistematis dan berkelanjutan

- membantu klarifikasi peran, mandat, dan tanggung jawab
terkait peringatan dini tsunami

- melakukan advokasi untuk memperkuat komitmen politik

- membantu penyusunan rancangan peraturan daerah dan
anggaran untuk peringatan dini tsunami, dan

- memperkuat kapasitas kelembagaan untuk peringatan
dini tsunami

BMKG Jakarta

Saran dan Peringatan

Pemerintah Daerah

Arahan Evakuasi

Masyarakat Berisiko
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Pendekatan yang Sistematis untuk Kesiapsiagaan

Jangka Panjang

Kesiapsiagaan yang bersifat jangka panjang mensyaratkan Pemda, bersama dengan pemangku ke-
pentingan dan masyarakat, mengantisipasi bencana dan mengimplementasikan peringatan dini.

Kajian bahaya tsunami dan pembuatan peta bahaya tsunami di tingkat daerah harus mampu mem-
berikan informasi dasar ancaman tsunami. Kajian kerentanan terhadap bahaya tsunami akan mem-
bantu melihat kapasitas lembaga daerah dan masyarakat merespon tsunami dengan tepat, kemu-
dian diikuti upaya peningkatan kapasitas. Layanan peringatan dini di daerah harus dibangun supaya
otoritas mampu menyebarkan informasi peringatan dini tsunami secara luas dan memberi arahan ke
masyarakat dan lembaga untuk merespon dengan tepat. Hal ini harus didukung dengan prosedur
dan rencana yang jelas, misalnya rencana evakuasi dan rencana kontijensi. Pada akhirnya, aturan
kelembagaan dan mandat yang telah disepakati untuk peringatan dini, peta bahaya tsunami dan
rencana respon harus disetujui dan disahkan. Kegiatan bersama masyarakat haruslah mendidik ma-
syarakat untuk memahami ancaman tsunami dan rencana respon.




* Kajian bahaya dan kerentanan terhadap tsunami

* Pembangunan layanan peringatan daerah

* Perencanaan evakuasi dan kontijensi

* Pembuatan kerangka kerja hukum dan kelembagaan
* Pendidikan masyarakat

Guna mencapai tujuan di atas, diperlukan proses perencanaan serta pelaksanaan yang dilakukan
bertahap. Oleh karena itu, mitra di daerah percontohan membentuk kelompok kerja untuk bekerja-
sama dengan proyek. Di dalam kelompok kerja tergabung sejumlah pelaku, baik yang berasal dari
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas), Badan Perencanaan Da-
erah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan (Dishub), Tentara Nasional Indo-
nesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), maupun Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) dan Palang Merah, yang bekerja sama mengembangkan beragam komponen kesiapsiagaan
tsunami.

Di daerah percontohan Jawa, misalnya, proyek telah mendukung proses kerja ini melalui lokakarya
teknis yang dilakukan sebanyak 15 kali. Proses ini memungkinkan lembaga daerah tidak hanya me-
ngembangkan komponen kesiapsiagaan tsunami, namun juga membangun jaringan antar kabupa-
ten dan dengan tingkat provinsi.
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Daftar Periksa disusun untuk mengkaji keadaan terkini da-
lam hal kesiapsiagaan dan peringatan dini tsunami di ma-
syarakat dan lembaga, juga untuk memandu pemangku ke-
pentingan daerah dalam proses mengimplementasikan per-
ingatan dini yang efektif dan meningkatkan kapasitas res-
pon. Daftar Periksa menghasilkan landasan komprehensif
untuk mengembangkan rencana aksi daerah. Proyek ini me-
ngembangkan perangkat sederhana untuk membuat renca-
na aksi, mendorong lahirnya kesepakatan mengenai tang-
gung jawab, peran, cara, waktu pelaksanaan, dan penyedia
sumber daya yang dibutuhkan. Rencana Aksi dan Daftar Pe-
riksa berfungsi memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
serta hasil selama proses kerja.



- - Kejelasan Peran, Mandat, dan Tanggung Jawab

Menyadari bahwa peringatan dini tsunami membutuhkan kon-
tribusi dari dan kerjasama antar berbagai pemangku kepenting-
an, maka identifikasi pelaku baik dari pemerintah maupun ma-
syarakat sipil menjadi langkah awal. Perangkat Analisis Pe-
mangku Kepentingan dapat digunakan untuk identifikasi pe-
ran dan tanggung jawab. Analisis di daerah percontohan dila-
kukan bersama dengan kelompok kerja daerah.

Masalah utama yang membutuhkan kejelasan adalah mandat
untuk memberi arahan. Secara hukum, hanya Pemda di ting-
kat kabupaten dan kota yang memiliki kewenangan untuk mem-
berikan arahan evakuasi secara resmi dalam kondisi darurat tsu-
nami. Karena tsunami lokal terjadi dalam waktu yang singkat,
tidak banyak waktu dan kesempatan tersisa untuk peringatan
dan respon. Akibatnya keputusan untuk melakukan evakuasi
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atau tidak harus dibuat dan disebarkan secara luas dalam beberapa menit. Otoritas di kabupaten
atau kota perlu mendelegasikan mandat evakuasi ini kepada lembaga yang mampu dan siap me-
lakukan tugas ini sepanjang waktu (24/7). Untuk ini diperlukan diskusi intensif antara pemangku
kepentingan dan disampaikan pada otoritas daerah.

Selanjutnya, penting untuk klarifikasi pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pro-
vinsi, kabupaten dan/atau kota, yang diikuti dengan sinkronisasi prosedur, mandat, pengambilan
keputusan, dan penyebaran peringatan. Untuk itu diperlukan kerjasama dan membangun sinergi lin-
tas kabupaten dan/atau kota dengan provinsi.




Pentingnya Komitmen Politik

Peringatan dini tsunami akan menjadi prioritas jangka panjang bila seluruh pemangku kepentingan
mempunyai komitmen politik dan kepemimpinan yang berkesinambungan untuk kesiapsiagaan tsu-
nami. Komitmen politik akan menjadi nyata ketika aturan kelembagaan yang utuh dan sumberdaya
yang memadai tersedia agar kesiapsiagaan dan operasi layanan peringatan dini jangka panjang ter-
jamin. Ini perlu digarisbawahi mengingat banyaknya masalah pembangunan lain yang memerlukan
perhatian sementara tsunami merupakan peristiwa yang jarang terjadi.

Sulitnya memperoleh perhatian utuh dari Pemda mungkin disebabkan kurangnya kesadaran akan
peran dalam sistem peringatan dini tsunami. Sehingga jika kesempatan untuk bertemu dengan
otoritas tersedia, sangatlah penting untuk menjelaskan secara singkat dan padat mengenai men-
desaknya masalah peringatan dini tsunami. Untuk itu, proyek ini mengembangkan sebuah paket
informasi yang berisi video berdurasi lima menit disertai brosur singkat. Paket ini bertujuan mening-
katkan kesadaran, menjelaskan bahaya tsunami, peringatan dini, serta peran Pemda dalam sistem
peringatan, selain itu juga bertujuan untuk mendorong otoritas berperan dan menggalakkan peri-
ngatan dini.
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Lintuk menjaga agar peringatan dini tetap berada dalam agenda otoritas daerah, diperlukan advo-
kasi oleh LSM, masyarakat sipil, dan sektor swasta akan pentingnya kesiapsiagaan, Diharapkan,
otoritas dasrah menjadikan kesiapsiagaan dan peringatan dini tsunami sebagai layanan publik jang-
ka panjang yang didukung dengan perencanaan dan anggaran daerah.




Peraturan dan Penganggaran Daerah untuk Peringatan Dini Tsunami

Komitmen politik juga tercarmin dalam kerangka hukum yang
kual, Tata kelola dan aturan kelembagaan vang efektif mem-
butuhkan dasar hukum yang solid. Sejalan dengan peratur-
an hukum lainnya Undang-Undang (UL} Penanggulangan
Bancana Mo, 24/2007 menjadi kerangka hukurm pengurang-
an nisiko bancana secara umum, dan paringatan dini serta ke-
siapsiagaan tsunami secara khusus. UU perlu dilengkapi de-
ngan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur persyaratan
kelembagaan dan teknis operasional peringatan dini seria
mengarahkan perencanaan dan implementasi kesiapsiaga-
an daerah. 10
Provek ini mendukung mitra di dasrah percontohan dengan
bantuan teknis dan nara sumber untuk Mmenyusun rancang-
an peraturan dan surat keputusan di tingkat daerah. D Pa-
dang, sebuah tim yang terdin darl berbagal pemangku ke-
pentingan membuat rancangan Peraturan Walikota (Perwako)
yang mengatur pelaksanaan peringatan dini tsunami di ting-
kat kota. Sebagai contoh, dissbutkan jika Wallkota (atau wa-
kilrya) tidak dapat dinubungl dalam jangka wakiu beberapa




menit setelah gempa, maka Pusat Pengendall Cperasi (PLISDALOPS)
memiliki mandat untuk memutuskan dan secara langsung menge-
luarkan arahan uruk evakuasi,

0 Bali, Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk peringatan dini meng-
atur pembagian mandat antara Pemernmtahan Provinsi (Pemprov)
dan kota (Pemkot) atau kabupaten (Pemkab). Pemprov, sebagai pu-
sat penyedia peringatan dan arahan uniuk daerah Bali, diberi man-
dat untuk mengeluarkan perintah evakuasi dan membunyikan sire-
ne tsunami mewakili Pemkab dan Pemkaot. Cara ini menghemat wak-
tu dan mempertimbangkan sumberdaya yang terbatas di tingkat ka-
bupaten dan kota.

Pada kedua kasus di atas, Perda menjadi dasar perumusan aturan

kelembagaan dan perencanaan serta penganggaran jangka pan-
jang. Dasar hukum yvang jelas menjamin tersedianya anggaran rutin dasrah dan pusat. Untuk men-
dapatkan dana, kesiapsiagaan dan paringatan dini tsunami periu dipadukan dalam rencana strate-
gis dan rencana pembangunan daerah. Sumber dana lainnya adalah Kemitraan Publik Swasta, atau
dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih mudah diakses jika aturan hukum dan kelem-
bagaan telah tersedia. Pemda juga memiliki kesempatan untuk menggalang dana internasicnal,
misal: dari Disaster Preparedness Commission for Humanitanan Office (DIPECHO), program Komisi
Uni Eropa untuk pengurangan nsike bencana dan kesiapsiagaan,




Pelembagaan Peringatan Dini Tsunami

Salah satu tarmtangan terbesar dalam meawujudkan InaTEWS yang efektil dan berkelanjutan adalah
memadukan pearingatan dini dan kesiapsiagaan tsunami dalam lembaga penanganan bencana di
daerah, Melalul UL No, 24/2007, Indonesia mendirikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BENPE) pada tahun 2008, Walaupun banyak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BFED) ting-
kat provins (diwajibkan olah UL} secara formal telah didinkan, hingga kinl hanya beberapa kabupa-
ten dan kota yang sudah mendirikan BPED. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
{kesbanglinmas) biasanya ditunjuk sebagal pelaksana peringatan dini tsunami, jika BPED di suatu
daerah tidak ada.




Pemda dapat berperan dalam InaTEWS jika telah memiliki struktur kelembagaan yang utuh dan
sumber daya manusia yang kompeten. BPBD yang baru dibentuk perlu mengarahkan proses peren-
canaan kesiapsiagaan daerah dan pelaksanaannya. PUSDALOPS harus beroperasi 24/7 dan mem-
berikan layanan peringatan, Peringatan dini tsunami dan PLSDALOPS perlu menjadi bagian dari
BPBD. Jika BPBED tidak ada, fungsi ini dapat dipadukan ke dalam struktur Kesbanglinmas atau
lembaga lain yvang memiliki potensi untuk memberikan layanan peringatan dini, misalmya PCLRI, T
atau Dinas Kebakaran, Kabupaten Bantul (Yogyakarta), Provinsl Bali dan Kota Padang (Sumatera
Barat) adalah contoh daerah dangan PUSDALORPS yang operasional. Ui Padang, peringatan dini su-
dah menjadi bagian sepenubnya BPBD kota




Tsunami bukanliah satu-satunya bencana yang dapat teradi di Indonesia. Gempa, banjir, letusan
gunung berapl, dan tanah longsor juga sering terjadi dan mangancam penduduk Indonesia. BFED
atau lembaga lainnya yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana harus mena-
ngani semua bencana alam tersabut, Agar dapat menghemat sumber daya dan menciptakan si-
nergl, pengembangan peringatan dini dan kesiapsiagaan tsunami di tingkat daerah harus merupa-
kan bagian dari pendekatan multi-bahaya. Pengalaman yang didapat dari peringatan dini tsunami ini
bisa dipakal urntuk mengembangkan prosedur dan mekanisme perngatan untuk bahaya lainmya, mi-
salnya banjir dan tanah longsor,
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Isi Tsunami Kit sehubungan dengan Aturan Tata Kelola
dan Kelembagaan

Isi Tsunami Kit terkait dengan aturan tata kelola dan kelembagaan termuat dalam dokumen berikut
ini:

Daftar Periksa - alat kajian dan pemantauan untuk aturan tata kelola dan kelembagaan

Perangkat
= Analisis Pemangku Kepentingan
= Rencana Aksi

Pengalaman Kami - best practice dan lesson leamed (lembar fakta)
* Badan Penanggulangan Bencana Daesrah (EPED): Berbagi Pengalaman Membentuk BPED di

Caerah Percontohan
* Kesiapsiagaan dan Peringatan Dinl Tsunami: Urusan Berbagal Pemangku Kepentingan yang

Memeriukan Kerja Sama




Info - informasi tentang prakarsa lain dalam InaTEWS (lembar fakta)
= Kerangka Peraturan Caerah: Mansahkan Peringatan Dini Tsunami di Tingkat Caerah
* Kerangka Hukum: Terkait dengan Peringatan Dinl Tsunami di Indonesia

Materi Kegiatan dengan Masyarakat — mater| untuk pendidikan dan penyadaran
» “Siapkah Anda?" - sebuah paket informasi peringatan dini tsunami untuk otaritas daerah,
tarmasuk di dalamnya film dan brosur singkat

Sumber lain — dokumen penting lain
» Kumpulan peraturan dan kebijakan daerah dan nasional terkait dengan peringatan dini dan

kesiapsiagaan tsunami










